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ABSTRAKSI
Penerapan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagian besar
dikenakan pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk pidana penjara dan atau
lebih mengedepankan penggunaan sarana hukum pidana. Penerapan sanksi bagi anak
yang melakukan tindak pidana narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana
dirasa tidak pada tempatnya. Karena anak yang melakukan tindak pidana narkotika
adalah juga korban, sehingga upaya untuk memberikan perlindungan juga menjadi
prioritas. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai pelaku
tindak pidana narkotika berdasarkan berbagai pertimbangan yang terdiri dari
pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan menunjukkan, bahwa hakim
hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang yang berarti hanya berorientasi pada
pertimbangan yang memberatkan. Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan
disparitas pada putusannya lebih dikarenakan faktor nonyuridis yang berupa laporan
hasil penelitian kemasyarakatan. Perbedaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan
tiap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak tidaklah sama, maka hal
tersebutlah yang menjadi penyebab disparitas dalam putusan hakim.
Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Anak, Tindak
Pidana Narkotika
2ABSTRACTION
The application of sanctions for children who commit criminal acts are mostly
criminal narcotics seizure freedom in the form of imprisonment or more and put
forward the use of the means of criminal law. The application of sanctions for
children who commit the crime of narcotics by using the means of criminal law is felt
out of place. Because the child who commits the crime of narcotics is also a victim,
so attempts to provide protection would also be a priority. The decision of the judge
criminal prison to a child as of an offender narcotic crime based on many
considerations consisting of consideration that which encumbers and which relieves
indicating, that the judge only oriented in a deed which is prohibited from which
means only oriented on the consideration of weighting. Of the overall cause of the
disparity of the ruling judges namely juridical factors and factors of non-juridical,
judges also have the liberty in adjudicating the matter and free from the interference
of other parties. But that freedom must have limits. Freedom in writing this that every
child have disparity in justice of the overthrow of the child as a criminal offender
crime narcotics caused by differences in confidence any of judge child with other
children in the judges considering the things that became the basis of determination
of the taking of the verdict. There were also belief judge in weighing report of the
research sociological. So here disparitas put forward factor nonyuridis of report of the
research sociological. Differences report of the research community every case
narcotic crime committed by children are not alike, then that that is the cause
disparitas in a verdict judge.
Keywords : Basic Considerations Judge, Imprisonment, Children, Narcotic
Crime
3A. Latar Belakang
Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Esa sebagai calon generasi penerus
bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak
mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar
hukum. Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan jaminan
perlindungan bagi anak. Mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah
secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka
melindungi hak anak.
Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak
Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta
dalam pembangunan dan untuk keperluan itulah negara membuat seperangkat
aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak tetapi akan diberlakukan pada tahun 20141, dan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kesemuanya itu memuat dan
mengatur mengenai hak-hak anak Indonesia. Anak-anak seharusnya mendapatkan
perlindungan baik dari negara maupun keluarga dan anggota masyarakat.
Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat
jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi
harus diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa ia melakukan tindak
pidana, serta dilihat aspek psikologis dari anak tersebut. Betapapun jahatnya anak
dalam melakukan kejahatan serta melakukan perbuatan menyimpang, maka
menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikan kepada kondisi yang baik
bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian segala kondisi yang
ada pada anak sejelek apapun, anak harus tetap diselamatkan.
1 Sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
berbunyi  “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
diundangkan” sehingga karena undang-undang ini diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 maka akan
berlaku pada 30 Juli 2014.
4Pada saat ini terjadi perkembangan kasus tindak pidana narkotika yang
melibatkan anak. Disini anak tidak hanya sebagai pengguna namun juga menjadi
pelaku dari peredaran narkotika tersebut.
Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Negeri Malang, telah terjadi
kasus tindak pidana narkotika dan beberapa kasus diantaranya anak-anak
merupakan pelaku dari tindak pidana narkotika tersebut. Pada kasus tersebut,
Muhammad Dani Chusyairi Alaik Alias Alex oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Malang dalam putusan perkara nomor 162/Pid.sus/2013/PN.Mlg diputus
bersalah dengan didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam)
bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).2
Penerapan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagian
besar dikenakan pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk pidana penjara
dan atau lebih mengedepankan penggunaan sarana hukum pidana. Penerapan
sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika dengan menggunakan
sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Karena anak yang melakukan
tindak pidana narkotika adalah juga korban, sehingga upaya untuk memberikan
perlindungan juga menjadi prioritas.
Selain itu, terdapat disparitas terhadap putusan hakim dalam kasus narkotika
yang pelakunya adalah anak yang perbedaan itu terdapat pada faktor-faktor
penyebab dari dasar pertimbangan hakim namun sanksi yang dijatuhkan tetap
sama-sama pidana penjara. Munculnya disparitas pidana dalam putusan hakim
akan menimbulkan problem dalam penegakan hukum, seperti sikap tidak
menghargai hukum, dan lain-lain yang justru bersifat kontraproduktif dengan
tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri. Lebih-lebih kejahatan narkotika
merupakan salah satu jenis kejahatan yang tergolong sangat serius yang
mempunyai dampak sangat luas dan sangat kompleks.
Pada saat ini terdapat konsep baru mengenai diversi yang disebutkan dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2 Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 162/Pid.sus/2013/PN.Mlg
5yaitu suatu mekanisme atau upaya pengalihan anak dari proses peradilan menuju
proses pelayanan sosial. Pada upaya diversi tersebut sebisa mungkin hakim dapat
menghindarkan anak yang bermasalah dengan hukum dijatuhi hukuman
perampasan kemerdekaan.
B. Perumusan Masalah
1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apa saja dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas pada
putusan hakim Pengadilan Negeri Malang mengenai tindak pidana narkotika
yang dilakukan oleh anak?
C. Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Penelitian yang
dimaksud untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika di Pengadilan Negeri Malang serta dasar pertimbangan hakim yang
menyebabkan disparitas pada putusan hakim Pengadilan Negeri Malang mengenai
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Pendekatan penelitian yang
akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan terhadap peraturan
perundang-undangan (statute approach) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku (hukum positif) apakah terjadi suatu kekosongan norma dalam hal ini
terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika.
Jenis Bahan Hukum
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan
Pengadilan Negeri Malang yaitu Putusan Perkara Nomor
162/Pid.sus/2013/PN.Mlg  mengenai putusan terhadap anak sebagai pelaku
6tindak pidana narkotika. Bahan hukum primer lainnya yaitu Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun
2008, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah
diperbarui dengan Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, meliputi bahan hukum  yang diperoleh dari
buku-buku, literatur lain yang menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder berupa hasil dari penelitian terdahulu yaitu putusan lain yang terkait
dengan tindak pidana narkotika yang pelakunya adalah anak yang terpaparkan
dalam buku Kusno Adi yang berjudul “Diversi Sebagai Upaya Alternatif
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika”, penelitian secara langsung
yang dilakukan di Pengadilan Negeri Malang dan buku-buku yang relevan
dengan masalah yang diteliti serta bahan yang diperoleh melalui electronic
research berupa mendownload melaui website tertentu.
Teknik Penelusuran Bahan Hukum dengan menggunakan studi kepustakaan
yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar,
majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman
dan landasan dalam penelitian3. Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dari
hasil studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta
putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang mengenai anak sebagai
pelaku tindak pidana narkotika. Mengenai putusan lain yang terkait dengan tindak
pidana narkotika yang pelakunya adalah anak yang terpaparkan dalam buku Kusno
3 Khuzadaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: UMS Press 2004,
Hal 57
7Adi yang berjudul “Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak
Pidana Narkotika”, Penulis menggunakan bahan hukum tersebut dikarenakan
sulitnya mendapatkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Malang yang terkait
tindak pidana narkotika yang pelakunya adalah anak. Berdasarkan laporan per
bulan dan laporan per tahun yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Malang yang
ditujukan ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terdapat bukti bahwa memang dalam 3
tahun terakhir ini yaitu selama tahun 2011-2013 memang baru satu kasus tindak
pidana narkotika yang dilakukan oleh anak diputus oleh Pengadilan Negeri
Malang. Oleh sebab itu akhirnya berdasarkan persetujuan dari dosen pembimbing
1 yaitu Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H. M.S. serta Prof. Dr. Kusno Adi, S.H,
M.H selaku penulis dari buku tersebut, Penulis menggunakan putusan Pengadilan
Negeri Malang yang terpapar dalam buku tersebut. Bahan hukum sekunder
diperoleh dari hasil studi kepustakaan terhadap buku, hasil penelitian di
Pengadilan Negeri Malang dengan cara mewawancarai hakim di Pengadilan
Negeri Malang yang menangani kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan
oleh anak (yang menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 162/Pid.sus/2013/PN.Mlg),
dan internet.
Teknik Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan secara analisis
kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan
hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak
tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan
hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data
yang berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa proses dan sebagainya.
Komprehensif artinya analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek
sesuai dengan lingkup penelitian. Peneliti menganalisis data dengan melihat
kenyataan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
penjara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sehingga diperoleh suatu
kesimpulan akhir yang komprehensif.
8D. Pembahasan
1) Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan
putusan pidana penjara kepada anak yang menyalahgunakan narkotika tahun
2004-2005 dan 2013 :
Tabel 1.1
Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam
Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Kepada Anak Yang

























a. Perbuatannya merusak generasi bangsa
Yang Meringankan :
a. Mengaku terus terang




























a. Perbuatannya meresahkan masyarakat
Yang Meringankan :
a. Belum pernah dihukum; sopan dalam
persidangan











Yang  Memberatkan :
a. Perbuatannya meresahkan masyarakat
dan merusak mental generasi muda
b. Perbuatan terdakwa bertentangan
dengan upaya pemerintah membasmi
narkoba
Yang Meringankan :
a. Belum pernah dihukum
b. Mengaku terus terang
c. Masih muda
d. Masih aktiif sebagai siswa SMUN










a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung
program pemerintah dalam
pemberantasan tindak pidana narkotika
Yang Meringankan :
a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
b. Terdakwa merasa bersalah dan
menyesali perbuatannya
c. Terdakwa masih muda dan di harapkan
akan mengubah pola dan tingkah
lakunya di kemudian hari
d. Terdakwa belum pernah dihukum
e. Terdakwa masih berstatus pelajar yang
ingin melanjutkan sekolah
Sumber : Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan
Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang: 2009, hal 91 dan
Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 162/Pid.sus/2013/PN.Mlg
Berdasarkan tabel tersebut di atas semua pelaku dijatuhi pidana penjara,
bahkan 4 (empat) pelaku atau sebanyak 80% tidak hanya dijatuhi pidana penjara
tetapi masih ditambah dengan pidana denda (kumulatif). Dengan demikian dapat
dipahami bahwa hakim hanya mengacu pada pertimbangan yang memberatkan
dari pada pertimbangan yang meringankan. Secara umum dasar pertimbangan
hakim yang digunakan untuk menjatuhkan (beratnya) pidana penjara kepada
anak yang menyalahgunakan narkotika adalah :
1. Pertimbangan yang memberatkan :
a. Perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat
b. Perbuatan terdakwa merusak mental bangsa
c. Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa
d. Perbuatan terdakwa merusak moral dan kesehatan bangsa
e. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
pemberantasan tindak pidana narkotika
2. Pertimbangan yang bersifat meringankan :
a. Terdakwa mengaku terus terang
b. Terdakwa belum pernah dihukum
c. Terdakwa masih muda
d. Terdakwa sopan di persidangan
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e. Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar
f. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
Berikut ini analisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim untuk
menjatuhkan (jenis dan beratnya) pidana kepada anak sebagai berikut :
1. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak berdasarkan
berbagai pertimbangan tersebut di atas menunjukkan, bahwa hakim hanya
berorientasi pada perbuatan yang dilarang yang berarti hanya berorientasi
pada pertimbangan yang memberatkan. Oleh karena perbuatan terdakwa (anak
sebagai pelaku tindak pidana narkotika) dianggap meresahkan masyarakat,
merusak mental bangsa, merusak generasi bangsa, merusak moral dan
kesehatan bangsa, tidak mendukung program pemerintah dalam
pemberantasan tindak pidana narkotika, maka hakim menyimpulkan bahwa
anak yang bersangkutan perlu dijatuhi pidana penjara.
2. Hakim cenderung menjatuhkan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan
(pidana penjara) terhadap pelaku anak.
3. Hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang
menyalahgunakan narkotika mengabaikan realita bahwa anak bukan saja
sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga korban.
4. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak
kurang memperhatikan terhadap kenyataan bahwa dampak negatif penerapan
pidana penjara terhadap anak justru bertentangan terhadap upaya pembinaan
dan perlindungan anak.
Secara teoritis kecenderungan hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara
kepada anak dapat dipersoalkan karena beberapa hal berikut ini :4
1. Pertama, pidana, termasuk di dalamnya pidana penjara, pada dasarnya
hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Apakah
sebuah alat dapat terus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan, akan sangat tergantung pada bagaimana alat itu dapat memenuhi
4 Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh
Anak, UMM Press, Malang: 2009 , hal 89
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tujuan yang telah ditentukan. Apabila penggunaan alat itu tidak dapat
memenuhi tujuan yang telah ditentukan, maka tidak ada alasan untuk tetap
menggunakan alat itu. Penggunaan alat yang tidak sesuai dengan tujuan yang
ditentukan justru akan mengakibatkan inefisiensi. Dalam berbagai teori
terdapat pemahaman, bahwa pidana penjara sebagai alat untuk mencapai
tujuan pemidanaan masih deperdebatkan efektifitasnya. Artinya, tidak ada
jaminan apabila pelaku tindak pidana pada kahirnya dijatuhi pidana penjara
maka dengan sendirinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang
baik dan taat hukum. Justru yang seringkali diketahui adalah, bahwa pidana
penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi terpidana,
khususnya terpidana anak.
2. Kedua, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan,
termasuk sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika, hanya
dapat dibenarkan manakala dampak negatif digunakannya hukum pidana tidak
lebih besar dari pada tidak digunakannya. Bertolak dari kenyataan bahwa
penggunaan pidana penjara sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan
narkotika dilakukan oleh anak mengandung kelemahan mendasar. Hal ini
disebabkan oleh karena efektifitas penggunaan pidana penjara sebagai sarana
penanggulangan penyalahgunaan narkotika belum diketahui efektifitasnya,
sementara dampak negatifnya relatif dapat dipastikan.
Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas dikaitkan dengan berbagai
ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak baik berupa instrumen
internasional maupun instrument nasional dapat dikemukakan hal-hal sebagai
berikut :
1. Kecenderungan hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak
bahkan juga ditambah dengan pidana denda menunjukkan bahwa pidana
penjara justru yang menjadi prioritas bagi hakim dalam tindak pidana anak.
Kenyataan ini tidak berbeda dengan pidana yang dijatuhkan pada orang
dewasa yang sebagian besar juga berupa pidana penjara. Dalam perspektif
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perlindungan anak, kecenderungan hakim yang selalu menjatuhkan pidana
penjara kepada anak menimbulkan persoalan yang cukup mendasar yaitu :
a. Pidana perampasan kemerdekaan termasuk di dalamnya pidana penjara
pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan pada anak sebagai upaya terakhir.
Dalam pengertian ini, manakala masih tersedia sarana lain yang cukup
efektif, maka penggunaan pidana penjara sebaiknya dihindari. Penerapan
pidana penjara yang tidak pada tempatnya akan menimbulkan persoalan
mengingat efektifitas berlakunya secara umum masih diragukan,
sementara dampak negatifnya telah dengan pasti diketahui.
b. Kecenderungan penerapan pidana penjara kepada anak bertentangan
dengan berbagai instrument internasional tentang hak-hak anak dan
bertentangan dengan kecenderungan internasional pada umumnya, dimana
kecenderungan internasional menghendaki untuk mengurangi bahkan
menghindari penerapan pidana penjara. Kecenderungan internasional yang
demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Hakim hanya memenuhi syarat formal dalam menerapkan sanksi pidana
kepada anak.
Menurut penulis, penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan
penyalahgunaan narkotika yang selama ini dilakukan masih belum berorientasi
pada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak. Para penegak hukum,
baik Penyidik, Jaksa, maupun Hakim justru hanya berorientasi pada pelaksanaan
tugas dan kewenangannya saja dengan berdasarkan kebijakan yang tertuang di
dalam peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan pada ketentuan-
ketentuan lain yang memiliki relevansi serta tanpa mempertimbangkan kondisi
perkembangan masyarakat baik lokal, nasional, regional maupun internasional
yang cenderung menempatkan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan
anak sebagai pertimbangan yang harus diutamakan.
Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-
pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu
akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan
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konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang
bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta
dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus delicti,
modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau
latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian
bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa,
barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana,
dan sebagainya.5
Dari keterangan diatas mengenai hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta
dalam persidangan tentang penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa yang
disini adalah anak dapat melakukan tindak pidana, maka menjadi suatu
kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut mengingat
terdakwa masih seorang anak yang belum dewasa. Dimana seorang anak
memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil sehingga menurut penulis sangatlah
tidak tepat jika hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi anak sebagai
pelaku tindak pidana narkotika terlebih jika anak tersebut sebagai pelaku
pengguna narkotika. Hal tersebut mengingat masa depan anak masih panjang dan
jika di usianya yang masih belia tersebut dia harus dihadapkan dengan situasi
lembaga pemasyarakatan yang lingkungannya terdapat banyak pelaku kejahatan-
kejahatan maka tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat terpengaruh
bahkan nantinya jika dia keluar dari lembaga pemasyarakatan dia dapat
melakukan kejahatan melebihi kejahatan atau tindak pidana yang pernah dia
perbuat.
2) Dasar Pertimbangan Hakim Yang Menyebabkan Disparitas Pada Putusan
Hakim Pengadilan Negeri Malang Mengenai Tindak Pidana Narkotika
Yang Dilakukan Oleh Anak
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya didasari oleh faktor yuridis dan
5 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung: 2010, hal 219
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nonyuridis. Ketentuan faktor yuridis tersebut yaitu Pasal 26 UU Pengadilan
Anak, Pasal 184 ayat 1 KUHAP, Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 197 ayat (1)
huruf d dan huruf f KUHAP, dan Pasal 28 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.
Sedangkan faktor nonyuridis meliputi laporan hasil penelitian kemasyarakatan
mengenai latar belakang kehidupan anak yaitu faktor intern dan ekstern, pernah
tidaknya terdakwa anak dipidana dalam perkara yang sama, berat ringannya
tindak pidana yang dilakukan. Faktor nonyuridis tersebut perlu dipertimbangkan
hakim dalam pembuatan putusan agar tercapai putusan yang adil dan sesuai
dengan kebutuhan anak.6
Laporan pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bahan yang
penting bagi hakim dalam mengambil putusannya karena sesuai bunyi Pasal 59
ayat (2) yang menyebutkan :
“putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib
mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing
Kemasyarakatan”.
Kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam
putusannya merupakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, jika dilalaikan
putusan berakibat batal demi hukum.7
Laporan tersebut diperoleh dari keterangan anak yang bersangkutan, orang tua
anak, lingkungan sekitar (ketua RT/RW, guru disekolah). Oleh sebab itu
dibutuhkan keikutsertaan lembaga-lembaga sosial dan semua lapisan masyarakat
dalam membantu terlaksananya pembuatan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan demi masa depan anak yang bersangkutan.
Jika dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana
narkotika yang dilakukan oleh anak dalam penelitian ini yaitu tentang dasar
pertimbangan yang meringankan, terdakwa (anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika) berterus terang mengakui dan menyesali tentang tindak pidana yang
telah ia lakukan. Bahkan diantaranya menyatakan bahwa ia ingin sekali
6 Hasil wawancara dengan Calon Hakim Pengadilan Negeri Malang Bonita Pratiwi Putri, SH yang
bertindak pula sebagai panitera pengganti dalam  Perkara Nomor 162/Pid.sus/2013/PN.Mlg tentang
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak
7 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Imagraph, Jakarta: 2005, hal 86
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melanjutkan sekolahnya sehingga bagi hakim menjadi wajib mempertimbangkan
hal tersebut mengingat masa depan anak masih panjang dan anak itu baru
pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu mengenai perkara
tindak pidana narkotika yaitu Perkara Nomor 162/Pid.sus/2013/PN.Mlg
berdasarkan keterangan dari Calon Hakim Pengadilan Negeri Malang yaitu
Bonita Pratiwi Putri, SH yang bertindak pula sebagai panitera pengganti dalam
perkara tersebut menyatakan bahwa orang tua dari terdakwa hanya bekerja
menjadi tukang becak sehingga dari segi ekonomi mereka kurang mampu
sehingga menjadi wajar anak mereka mencari uang tambahan dengan cara
menjadi perantara jual beli ganja.8
Faktor intern merupakan faktor yang terdapat dalam diri pribadi itu sendiri
yang dapat mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana seperti faktor
usia, pendidikan dan kejiwaan. Faktor tersebut juga dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan hakim anak.
Faktor usia dalam kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak
mempunyai kecenderungan untuk berbuat anti sosial. Hal tersebut dapat dilihat
dalam tabel 1.1 menggambarkan bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan
anak berumur 17 tahun dan 18 tahun lebih banyak jumlahnya dibandingkan
dengan umur lainnya yang lebih muda dibawahnya. Hal tersebut terlihat bahwa
faktor usia anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 18 (delapan belas)
tahun merupakan usia yang sangat rentan untuk berkeinginan melakukan tindak
pidana dalam hal ini adalah tindak pidana narkotika. Pada usia tersebut, anak
memiliki sifat puncak emosional, tahap mencari jati diri serta dirasa belum
mampu membedaan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, dan usia tersebut
adalah umur anak yang dalam kondisi mudah terpengaruh terhadap lingkuangan
sekitarnya.
Made Sadhi Astuti menyatakan bahwa pada umur 12 tahun sampai dengan 18
tahun anak dalam masa puber, dalam masa pertumbuhan, dan kepribadian mudah
8 Hasil wawancara dengan Calon Hakim Pengadilan Negeri Malang Bonita Pratiwi Putri, SH yang
bertindak pula sebagai panitera pengganti dalam  Perkara Nomor 162/Pid.sus/2013/PN.Mlg tentang
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak
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terpengaruh lingkungan, sehingga cenderung melakukan kenakalan bahkan
tindak pidana apabila tidak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan
yang baik dari orang tua mereka.9
Faktor pendidikan  kejiwaan dapat mempengaruhi anak dalam melakukan
tindak pidana. Faktor tingkat pendidikan dapat mempengaruhi anak dalam
berpikir dan mengambil pertimbangan menggunakan akal sehat. Karena dengan
rendahnya pendidikan anak akan memperngaruhi terjadinya pemikiran yang
pendek, berarti anak akan mudah melakukan perbuatan tercela tanpa berpikir
akibatnya karena dalam pengambilan putusan secara pendek tanpa berpikir
panjang terlebih dahulu.
Sesuai kenyataan yang terpaparkan dalam tabel 1.1 mengenai dasar
pertimbangan hakim yang meringankan, bahwa dari 5 kasus tindak pidana
narkotika yang dilakukan oleh anak, 3 diantaranya masih berstatus aktif sebagai
seorang pelajar SMUN. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Made
Sadhi Astuti, yaitu anak yang pendidikannya rendah mempunyai kecenderungan
untuk melakukan tindak pidana lebih besar jika dibandingkan dengan anak yang
pendidikannya lebih tinggi karena pendidikan memberikan pengaruh penting
untuk menentukan pribadi, untuk penyesuaian dengan lingkungan dan cara
berpikir.10
Faktor kejiwaan erat hubungannya dengan usia anak, karena dengan
bertambahnya usia anak akan mempengaruhi fungsi biologis serta peningkatan
yang dapat mempengaruhi perkembangan dari jiwa anak.
Made Sadhi Astuti  menyatakan aspek kejiwaan anak merupakan aspek yang
paling berpengaruh dalam tindak pidana yang dilakukan anak. Hal ini disebabkan
karena tindak pidana anak merupakan tindak pidanan yang khas apabila
dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, serta




mengingat sifat-sifat emosional anak masih labil dan belum dapat membedakan
perbuatan yang baik dan yang buruk.11
Selain faktor intern, ada faktor ekstern yang mempengaruhi anak dalam
melakukan tindak pidana seperti kondisi masyarakat sekitar tempat tinggal anak.
Faktor keadaan lingkungan sekitar dari anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika mempengaruhi anak dalam melakukan suatu tindak pidana karena
kondisi lingkungan akan mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan
mental anak, dimana anak memiliki jiwa labil dan belum bisa membedakan
perbuatan baik dan buruk secara pasti karena terpengaruh oleh lingkungan di
sekitar rumah maupun pergaulannya di sekolah dan teman sebayanya.
Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara Nomor
162/Pid.sus/2013/PN.Mlg yang menjelaskan bahwa Muko Dimas Wicaksono
mendapatkan ganja dari Terdakwa Muhammad Dani Chusyairi Alaik Alias Alex
yang dipesannya dari Adi Anas Saputra. Disana terlihat jelas bahwa akibat
terpengaruh dari pergaulan dan teman sebaya seseorang dapat dengan mudah
melakukan perbuatan buruk yang dalam hal ini telah melakukan peredaran ganja
secara illegal. Ditunjang pula mereka yang terlibat masih berusia remaja yang
memiliki jiwa yang masih labil sehingga belum bisa membedakan perbuatan baik
dan buruk.
Faktor-faktor tersebut merupakan faktor intern dan ekstern yaitu faktor yang
perlu dipertimbangkan hakim anak dalam menjatuhkan berat dan ringannya
putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.
Dari keseluruhan faktor tersebut, hakim juga memiliki kebebasan dalam
mengadili perkara dan bebas dari campur tangan pihak lain. Namun kebebasan
tersebut harus memiliki batas. Kebebasan dalam penulisan ini bahwa setiap
hakim anak memiliki perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana narkotika yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan setiap
hakim anak dengan hakim anak yang lain dalam menimbang hal-hal yang
menjadi dasar penentuan pengambilan putusan. Tak terkecuali keyakinan hakim
11Ibid, hal 81
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dalam menimbang laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Jadi disini disparitas
lebih mengedepankan faktor nonyuridis yang berupa laporan hasil penelitian
kemasyarakatan. Perbedaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tiap kasus
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak tidaklah sama, maka hal
tersebutlah yang menjadi penyebab disparitas dalam putusan hakim.
E. Penutup
1) Kesimpulan
1. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai pelaku
tindak pidana narkotika berdasarkan berbagai pertimbangan yang terdiri dari
pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan menunjukkan,
bahwa hakim hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang yang berarti
hanya berorientasi pada pertimbangan yang memberatkan. Oleh karena
perbuatan terdakwa (anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika) dianggap
meresahkan masyarakat, merusak mental bangsa, merusak generasi bangsa,
merusak moral dan kesehatan bangsa, tidak mendukung program pemerintah
dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, maka hakim menyimpulkan
bahwa anak yang bersangkutan perlu dijatuhi pidana penjara. Hakim
cenderung menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang menyalahgunakan
narkotika mengabaikan realita bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak
pidana tetapi juga korban. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana
penjara kepada anak kurang memperhatikan terhadap kenyataan bahwa
dampak negatif penerapan pidana penjara terhadap anak justru bertentangan
terhadap upaya pembinaan dan perlindungan anak.
2. Dari keseluruhan dasar pertimbangan hakim yaitu faktor yuridis dan faktor
non yuridis, hakim juga memiliki kebebasan dalam mengadili perkara dan
bebas dari campur tangan pihak lain. Namun kebebasan tersebut harus
memiliki batas. Kebebasan dalam penulisan ini bahwa setiap hakim anak
memiliki perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana narkotika yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan setiap
hakim anak dengan hakim anak yang lain dalam menimbang hal-hal yang
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menjadi dasar penentuan pengambilan putusan. Tak terkecuali keyakinan
hakim dalam menimbang laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Jadi
disini dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas pada
putusannya lebih dikarenakan faktor nonyuridis yang berupa laporan hasil
penelitian kemasyarakatan. Perbedaan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan tiap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak
tidaklah sama, maka hal tersebutlah yang menjadi penyebab disparitas dalam
putusan hakim.
2) Saran
1. Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan narkotika
mengingat kedudukan dan peranannya maka harus dijatuhkan sanksi
terhadap anak sebagai pelaku yang sekaligus harus mengintegrasikan adanya
bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban lingkungan pergaulan.
Untuk itu maka kurang tepat rasanya jika sanksi pidana penjara dijatuhkan
kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Terdapat upaya
hukum lain yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tentang Diversi. Dengan begitu
diharapkan jika undang-undang ini sudah diberlakukan secara efektif pada
tahun 2014, hakim anak dapat menerapkan konsep baru tersebut dengan
lebih efektif terutama pada kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan
oleh anak.
2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan
tindak pidana tak terkecuali tindak pidana narkotika. Mengenai faktor
yuridis, diharapkan kedepannya terdapat perbaikan aturan yang lebih
mengendepankan perlindungan kepada anak terlebih bagi anak yang
melakukan tindak pidana. Mengenai faktor nonyuridis, dalam hal ini orang
tua sebagai pengontrol utama seorang anak dalam bertingkah laku,
diharapkan lebih giat mengontrol tingkah laku anaknya seperti penanaman
pendidikan agama yang kuat serta menumbuhkan kondisi lingkungan
keluarga yang bahagia dan harmonis.
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